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ABSTRAK 

 
 
 

WAWAN KURNIAWAN, 1863001100 
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN DI BADAN 
PUSAT STATISTIK 
90 halaman, 5 bab, xiii, 3 tabel, 10 gambar, 5 lampiran 
Daftar Pustaka: 28 buku dan peraturan, 12 artikel, 3 lain-lain (2001–
2020)  
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab 
kurang efektifnya  implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di 
Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat beberapa faktor penyebab kurang efektifnya  
implementasi Sistem Informasi BackOffice sebagai sistem informasi 
pengelolaan anggaran di BPS. Pertama, Sistem Informasi BackOffice belum 
terhubung secara langsung dengan sistem informasi keuangan dari 
Kementerian Keuangan. Kedua, Sistem Informasi BackOffice belum 
terhubung dengan sistem informasi yang menerbitkan SPM dan SP2D di 
KPPN. Ketiga, terdapat perbedaan struktur database antara Sistem Informasi 
BackOffice dengan sistem informasi keuangan dari Kementerian Keuangan. 
Keempat, kurangnya penyelenggaraan pelatihan penggunaan Sistem 
Informasi BackOffice. Kelima, kurang andalnya Sistem Informasi BackOffice. 
Keenam, kurang cakap dan disiplinnya operator Sistem Informasi BackOffice. 
 
Kata kunci: anggaran, efektivitas, Sistem Informasi BackOffice. 
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APPLIED MASTER PROGRAM 
PUBLIC DEVELOPMENT ADMINISTRATION  
NIPA SCHOOL OF ADMINISTRATION JAKARTA 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 

WAWAN KURNIAWAN, 1863001100 
IMPLEMENTATION OF BUDGET MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN 
BPS-STATISTICS INDONESIA 
90 pages, 5 chapters, xiii, 3 tables, 10 pictures, 5 appendices 
References: 28 books and regulations, 12 articles, 3 others (2000–2020)  
 
 

This study aims to explain the factors causing the ineffective 
implementation of the budget management information system at the BPS-
Statistics Indonesia. This study uses a qualitative research method with a case 
study approach. Data collection was carried out through interviews and 
document review. The results showed that there were several factors causing 
the ineffective implementation of the BackOffice Information System as a 
budget management information system at BPS. First, the BackOffice 
Information System has not been directly connected to the Ministry of Finance's 
financial information system. Second, the BackOffice Information System has 
not been connected to the information system that issues SPM and SP2D at 
KPPN. Third, there are differences in the database structure between the 
BackOffice Information System and the financial information system of the 
Ministry of Finance. Fourth, the lack of training in the use of BackOffice 
Information Systems. Fifth, the lack of reliability of the BackOffice Information 
System. Sixth, there is a lack of competence and discipline from BackOffice 
Information System operators. 
 
Keywords: budget, effectiveness, BackOffice Information Systems. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Transisi reformasi yang terjadi di Indonesia telah mendorong perubahan 

secara fundamental paradigma publik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya, serta mendorong lahirnya reformasi di bidang pengelolaan keuangan 

negara. Reformasi pengelolan keuangan negara mengharuskan pemerintah 

untuk melaksanakan efisiensi, efektifitas, transparansi, tata kelola yang baik, 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi 

pengelolaan keuangan negara lahir dengan diterbitkannya paket perundang-

undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara..   

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

pesat, pemerintah berupaya mengintegrasikan reformasi pengelolaan 

keuangan negara menyesuaikan dengan kemajuan TIK tersebut. Pemerintah 

menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (e-

government) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
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transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. 

Upaya pemerintah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya dengan melakukan 

reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, 

dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Grand design 

reformasi birokrasi 2010–2025 ini menjadi acuan bagi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi 

birokrasi di instansi masing-masing. Pelaksanaan operasional grand design 

reformasi birokrasi 2010–2025 ini  dituangkan dalam Road Map Reformasi 

Birokrasi yang ditetapkan setiap lima tahun sekali oleh Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). 

Salah satu dari delapan program reformasi birokrasi yang dicanangkan 

pemerintah adalah program penataan tatalaksana. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme 

kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin 

dicapai dari program ini adalah meningkatnya pemanfaatan TIK dalam 

proses penyelenggaraan manajemen pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa 

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah memasuki era digital 

divide, yakni memanfaatkan TIK dan internet dalam rangka kepentingan 

pembangunan. 
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Berdasarkan laporan International Telecommunication Union (ITU) tahun 

2018 menunjukan bahwa pada tahun 2017 diperkirakan hampir setengah 

dari penduduk dunia (49% dari total penduduk dunia) telah menggunakan 

internet. Hampir 74% total pengguna internet dunia berada di negara 

berkembang, seperti pada gambar 1.1 di bawah ini.  

 

Gambar 1.1 Persentase Pengguna Internet di Negara Maju dan Negara 

Berkembang 

 

 

Sumber: International Telecommunication Union, 2018. 

 

Berdasarkan hasil Survei United Nations E-Government 2018, E-

Government Development Index (EGDI) Indonesia tahun 2018 menempati 

peringkat 107 dari 192 negara dengan nilai 0,5258 dari nilai maksimal 1, 

sedikit berada di bawah nilai rata-rata EGDI dunia 0,5491, dan meningkat 

sembilan peringkat dari tahun 2016 (PBB, 2018:225). Sementara, EGDI 

Negara Maju 
26% 

Negara 
Berkembang 

74% 
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Indonesia tahun 2018 diantara negara-negara ASEAN berada di peringkat  

tujuh dari 10 negara ASEAN (lihat gambar 1.2). 

 

Gambar 1.2 Peringkat E-Government Development Index (EGDI) Negara-

Negara ASEAN Tahun 2018 

 

 

Sumber: United Nations, 2018. 

 

Beberapa negara berkembang telah mengimplimentasikan e-Government 

untuk peningkatan pelayanan publik sesuai karakteristik negara masing-

masing (El-Gohary, 2017:7510), seperti di Malaysia. Sejak tahun 2000 

Pemerintah Malaysia telah memulai e-government dengan membangun 

aplikasi sistem layanan pemerintahan berbasis TIK yang modern kepada 

warganya. Aplikasi sistem layanan pemerintahan tersebut dikenal dengan 

aplikasi MyEG (Kamarudin et al., 2018:27) 

Menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 di atas, 

Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah telah melakukan 
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implementasi e-government dengan karakteristik masing-masing instansi. 

Pada tingkat pemerintah pusat, kita dapat melihat contoh implementasi e-

government salah satunya di Kementerian Keuangan (Akhmadi, 2017:52). 

Pengembangan e-government yang diimplementasikan oleh Kementerian 

Keuangan didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu 

atau Integrated Financial Management Information System (IFMIS), seperti: e-

Filing (SPT), e-Procurement, SPAN, SAKTI, Modul Penerimaan Negara (MPN), 

Portal Pengguna Jasa DJBC, Aplikasi Cukai Online, Aplikasi Manifest, SAIBA, 

SIMAK BMN, SIMANTAP, Aplikasi RKA-KL, Aplikasi Standar Biaya, 

KOMANDAN SIKD, Web Based Reporting System DAK, Online Recruitment, dan 

e-Registration (NPWP). Secara khusus, sistem informasi pengelolaan 

anggaran (e-Budgeting), diantaranya: SPAN, SAKTI, Modul Penerimaan 

Negara (MPN), Aplikasi RKA-KL, KOMANDAN SIKD, Web Based Reporting 

System DAK, dan lain-lain.  

Pada tingkat pemerintah daerah, dapat dilihat contoh implementasi e-

government di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta melakukan implementasi e-governmnet di bidang pengelolaan 

anggaran yang dikenal dengan e-budgeting. Implementasi program e-

budgeting ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

(Rahman et al., 2018:54) 
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Pada instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) memiliki Sistem Informasi Tagihan (SINTAG), sebuah sistem aplikasi 

komputer yang dikembangkan oleh Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan 

BPK yang berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat operasional 

pekerjaan rutin menjadi lebih efektif (Siregar, 2017:8).  Contoh lain dari 

implementasi aplikasi pengelolaan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L), 

yaitu Krisna-Bappenas, sebuah aplikasi penyusunan rencana kerja anggaran 

dan kegiatan yang dikelola Kementrian PPN/Bappenas. Aplikasi Krisna-

Bappenas dan RKA-KL menghasilkan produk utama, yaitu Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA K/L merupakan daftar pelaksanaan 

keuangan tahunan K/L yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) satu tahun anggaran. Untuk pelaksanaan anggaran, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan keuangan K/L mengacu kepada perundang-

undangan lain sampai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh K/L tersebut 

merujuk kepada payung hukum perundang-undangan penyusunan, 

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi APBN K/L mudah dilakukan. Pada 

sisi yang lain DIPA dan Laporan Keuangan K/L dapat pula menjadi sarana 

bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan K/L baik 

dari sisi pendapatan, sisi belanja, dan transparansi kinerja anggaran. 

Dalam rangka melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 

di Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya pada program penataan tata 
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laksana yang berfokus pada kegiatan: evaluasi bisnis proses dan Generic 

Statistical Business Process Model (GSBPM) Satuan Kerja, peningkatan 

pelayanan dengan e-Government, dan penerapan kebijakan keterbukaan 

informasi publik, sejak 2018 BPS Pusat telah mengimplementasikan sistem 

informasi pengelolaan anggaran yang dinamakan Sistem Informasi 

BackOffice. Sistem Informasi BackOffice merupakan sistem informasi 

terintegrasi mulai dari perencanaan, pengelolaan, penggunaan, serta 

monitoring anggaran. 

Pengembangan Sistem Informasi BackOffice ini dilakukan dalam rangka 

untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, memudahkan 

sistem pelaporan keuangan, otomatisasi proses penggunaan anggaran, 

pengelolaan dokumentasi yang terstruktur, monitoring penggunaan 

anggaran secara realtime, sebagai bahan analisis untuk menentukan 

perencanaan anggaran berikutnya yang lebih efektif dan efisien, serta 

sebagai sarana mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPS. 

Perkembangan perolehan opini BPK atas Laporan Keuangan BPS lima tahun 

terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. Pada tahun 2015 perolehan 

opini BPK atas Laporan Keuangan BPS tahun 2015 turun menjadi Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP). Status opini WDP tersebut mendorong BPS 

untuk terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama 

di bidang pengelolaan keuangan. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan 
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BPS meluncurkan aplikasi Sistem Informasi BackOffice sebagai sistem 

informasi pengelolaan anggaran di BPS. 

Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2014–2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

WTP WDP WTP WTP WTP 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2019. 

Sebelum diimplementasikannya Sistem Informasi BackOffice, 

pengelolaan anggaran masih dilakukan secara manual. Beberapa kondisi 

yang terjadi sebelum diimplementasikannya Sistem Informasi BackOffice, 

antara lain: (1) data keuangan dan data penganggaran tidak terintegrasi, 

sehingga menyebabkan adanya gap pagu antara data revisi dengan data di 

keuangan yang menyebabkan pagu minus dan subject matter membutuhkan 

waktu yang agak lama untuk mendapatkan pagu sisa anggaran; (2) 

penggunaan dokumen dan format data yang tidak standar sehingga 

mengakibatkan kesalahan pembebanan anggaran; (3) pengelolaan dokumen 

belum dalam suatu sistem masih dilakukan secara manual; (4) tidak adanya 

kontrol data realisasi untuk belanja yang masih dalam proses; dan (5) 

monitoring keuangan dan anggaran tidak dapat diketahui secara cepat. 

Setelah diimplementasikannya Sistem Informasi BackOffice memang 

proses pengelolaan anggaran di BPS mengalami perubahan. Perubahan 

kondisi yang terjadi setelah diimplementasikannya Sistem Informasi 

BackOffice, antara lain: (1) proses pengelolaan anggaran lebih otomatis 
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dalam sistem; (2) berkurangnya masalah pagu minus, karena subject matter 

tidak dapat menggunakan anggaran melebihi anggaran yang sudah 

ditetapkan; (3) pengelolaan anggaran menjadi lebih disiplin dan sesuai 

aturan, misalnya pegawai tidak dapat melakukan lebih dari satu kegiatan di 

waktu yang bersamaan; dan (4) pimpinan atau subject matter dapat 

memantau dan mengetahui kondisi anggaran di masing-masing unit kerja 

secara berkala. 

Implementasi Sistem Informasi BackOffice sudah berjalan lebih dari 

setahun di BPS Pusat. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan  dari 

implementasi Sistem Informasi BackOffice ini. Beberapa permasalahan yang 

ditemukan, antara lain: (1) Sistem Informasi BackOffice hanya 

diimplementasikan di BPS Pusat. Padahal BPS merupakan instansi vertikal 

yang memiliki kantor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (2) ada jeda 

waktu bagi subject matter untuk mengetahui realisasi anggaran yang sudah 

digunakan; (3) proses perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan di 

sistem informasi yang berbeda; dan (4) bendahara masih harus menginput 

pembebanan anggaran pada sistem informasi yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Keuangan.  

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Siregar 

(2017), dengan fokus penelitian efektivitas penggunaan Sistem Pengendalian 

Tagihan (SINTAG) pada Biro Keuangan Badan BPK ditinjau dari aspek 

akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan informasi. Hasil 
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penelitiannya menunjukan bahwa pengguanaan SINTAG di Biro Keuangan 

BPK dianggap cukup efektif, karena memenuhi syarat keempat aspek 

tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Makmun (2010) dengan fokus 

penelitian evaluasi terhadap penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

di Provinsi DKI Jakarta. Eavaluasi dilakukan terhadap tiga sistem informasi 

yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, yaitu Sistem 

Informasi Anggaran, Sistem Informasi Pertanggungjawaban, dan Sistem 

Informasi Pelaporan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan 

Sistem Informasi Penganggaran, Sistem Informasi Pertanggungjawaban, dan 

Sistem Informasi Pelaporan cukup relevan dan efektif sebagai Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh Pangestika dan Sari (2016) dengan fokus 

penelitian bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal ditinjau dari aspek relevansi, keandalan, 

dan keterbandingan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa laporan 

keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, andal, dan dapat diperbanding-

kan. Penerapan SIMDA berdasarkan hasil dengan pendekatan fenomenologi 

adalah efektif. 

Penelitian terdahulu di atas, seluruhnya berfokus pada bagaimana 

efektivitas dari implementasi sistem informasi. Sementara penelitian ini akan 

fokus pada penjelasan faktor-faktor penyebab implementasi sistem informasi 
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pengelolaan anggaran di BPS masih kurang efektif. Penelitian ini juga 

menggunakan beberapa aspek yang berbeda dengan penelitian terdahulu 

yang menadi indikator dari efektivititas implementasi sistem informasi 

pengelolaan angggaran. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengapa 

implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat 

Statistik masih kurang efektif. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor 

yang menyebabkan implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di 

Badan Pusat Statistik masih kurang efektif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Terhadap Kepentingan Dunia Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di 

bidang sistem informasi, khususnya yang terkait dengan dengan 
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implementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan atau anggaran 

di suatu instansi pemerintah. 

 

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi 

pimpinan sebagai solusi alternatif yang terkait dengan pengembangan 

implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat 

Statistik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa penyebab 

implementasi Sistem Informasi BackOffice sebagai sistem informasi 

pengelolaan anggaran di BPS masih kurang efektif. Pertama, Sistem Informasi 

BackOffice belum terhubung secara langsung dengan sistem informasi 

keuangan dari Kementerian Keuangan, sehingga input data pembebanan 

anggaran dari Sistem Informasi BackOffice ke sistem informasi keuangan 

tersebut masih dilakukan secara manual. Kedua, Sistem Informasi BackOffice 

belum terhubung secara langsung dengan sistem informasi KPPN yang 

menerbitkan SPM dan SP2D, sehingga ada jeda waktu Sistem Informasi 

BackOffice dalam menyajikan informasi realisasi anggaran bila operator 

terlambat melakukan input data. Ketiga, adanya perbedaan struktur database 

antara Sistem Informasi BackOffice dengan sistem informasi keuangan dari 

Kementerian Keuangan, sehingga Sistem Informasi BackOffice belum 

terintegrasi dengan sistem informasi keuangan tersebut. Keempat, 

kurangnya pelaksanaan pelatihan penggunaan Sistem Informasi BackOffice 

bagi para pengguna atau operator. 
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Implementasi Sistem Informasi BackOffice juga dianggap masih kurang 

efektif disebabkan karena masih kurang andalnya Sistem Informasi 

BackOffice, sistem masih sering mengalami kesalahan dan gangguan teknis 

(error). Masih kurang cakap dan disiplinnya pengguna atau operator Sistem 

Informasi BackOffice dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, disampaikan beberapa 

saran bagi pihak BPS sebagai berikut. Perlu dilakukan koordinasi antara BPS 

dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan integrasi dan bridging 

struktur database Sistem Informasi BackOffice dengan sistem informasi 

keuangan dari Kementerian Keuangan. Kemudian koneksikan Sistem 

Informasi BackOffice dengan sistem informasi penerbitan SPM dan SP2D di 

KPPN, sehingga meminimalisir input manual realisasi anggaran oleh 

operator. Sistem Informasi BackOffice juga perlu dilengkapi dengan menu 

kontrol dan reminder progres penyelesaian pekerjaan operator di masing-

masing bagian yang dapat dipantau oleh atasan atau supervisor. Perlu 

dialokasikan anggaran yang  memadai untuk penyelenggaraan pelatihan 

penggunaan Sistem Informasi BackOffice dan pengembangannya. 

Selain itu perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan Sistem 

Informasi BackOffice, serta menentukan software yang user friendly dan 

memiliki kinerja yang baik, sehingga kesalahan dan gangguan teknis dapat 
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diminimalisir. Perlu dibuat peraturan sebagai landasan hukum implementasi 

Sistem Informasi BackOffice dan petunjuk teknis bagi penggunanya. 

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi aspek legalitas dari Sistem Informasi 

BackOffice sebagai sistem informasi pengelolaan anggaran di BPS dan aspek 

yang mengikat pengguna atau operator Sistem Informasi BackOffice untuk 

disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Serta perlu dibentuk tim 

khusus dengan jumlah SDM yang memadai yang berasal dari perwakilan 

bagian IT, anggaran, perbendaharaan, inspektorat, dan subject matter, untuk 

ditugaskan melakukan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi 

BackOffice.  

Bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis, 

disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi sistem informasi 

menggunakan indikator yang lebih luas lagi. Perlu ditentukan indikator yang 

relevan dengan kondisi lokus dan objek penelitian. 
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